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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Organisasi tidak dapat lepas dari keberadaan manusia, dalam organisasi manusia berperan sebagai penggerak, jika tidak ada manusia sebagai penggerak  maka organisasi tidak dapat berjalan. Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik secara individu, begitupun dalam urusan penyelenggaraan  Negara, maka ada yang dinamakan organisasi publik.
Organisasi publik terbentuk untuk dapat menyelesaikan kepentingan publik disuatu wilayah. Organisasi terbentuk karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama dan disertai tujuan individu. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka setiap individu yang terdapat dalam organisasi harus bekerja dalam satu kesatuan yang harmonis. Segala sesuatu yang dikerjakan harus berlandaskan satu kesatuan tindakan atau koordinasi. 
Koordinasi berhubungan dengan tugas-tugas untuk menyatukan usaha agar berhasil dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain sesuai dengan prinsip koordinasi dalam suatu organisasi yaitu membagi-bagi pekerjaan atas bagian-bagian. Tanpa adanya koordinasi maka individu-individu dan departemen- departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sebab adanya koordinasi dapat dihindarkan konflik mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkukuh kerjasama.
Koordinasi yang tepat akan memotivasi pegawai sehingga menimbulkan antusias yang tinggi bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi koordinasi yang tepat merupakan salah satu kunci untuk memperoleh kinerja yang optimal dari setiap pegawai selain moral kerja, kreatifitas dan prakarsanya juga akan berkembang. Sehingga koordinasi ini akan mendorong pencapaian kinerja pegawai yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dari organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Bandung berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahnun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
Dinas Sosial kabupaten bandung yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, didalamnya harus mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keorganisasian termasuk menyusun rencana kerja hingga membuat laporan kinerja serta melaksanakan evaluasi dan perbaikan kinerja. Namun peneliti berpendapat kinerja pegawai di Dinas Social Kabupaten Bandung belum maksimal hal ini terlihat dari :

1. Kualitas yaitu, kualitas kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung kurang maksimal kurang maksimal. Hal ini terlihat dari ketidaktelitian pegawai dalam membuat laporan kinerja instansi pemerintah, 
2. Penggunaan waktu yaitu, penggunaan waktu kerja oleh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung kurang maksimal. Hal ini terlihat dari kurang tepatnya penggunaan waktu kerja oleh pegawai seperti adanya penggunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi dan adanya keterlambatan dalam menyelesaikan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018.
Berdasarkan masalah diatas, peneliti menduga disebakan salah satunya kurang optimalnya Koordinasi yaitu :

1. Konsep kesatuan tindakan, konsep kesatuan tindakan oleh kepala Dinas masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaktelitian dalam menyelesaikan laporan kinerja instansi pemerintah yang dapat berpengaruh dalam mengambil keputusan atau dalam merancang program kerja kedepannya. pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha daripada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil, termasuk dalam membuat laporan kinerja instansi pemerintah. 
2. Proses, Proses koordinasi yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung kurang maksimal hal ini terlihat dari tidak adanya proses koordinasi yang berkelanjutan dalam menyelesaikan laporan kinerja instansi pemerintah 2018 yang seharusnya selsai pada tiga bulan pertama tahun 2019.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadikan sebagai bahan untuk topik dalam penyusunan laporan penelitian yang berjudul “HUBUNGAN KOORDINASI DENGAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakan hubungan antara koordinasi dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabuapten Bandung ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat hubungan koordinasi dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung ?
3. Usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hubungan koordinasi dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabuaten Bandung ?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang peneliti rumuskan sebagai berikut :

1. Memperoleh data dan menggambarkan hubungan koordinasi dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

2. Mengembangkan data dan informasi mengenai hambatan hubungan koordinasi dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
3. Menerapkan data dan informasi mengenai usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hubungan koordinasi dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan tida hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademi. Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini sebgai berikut:
1. Kegunaan Teoritis, untuk mengembangkan wawasan Ilmu Administrasi Pubik.  Khususnya mengenai hubungan koordinasi dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemikiran terhadap pemecahan masalah mengenai hubungan koordinasi dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
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